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BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019
tentang Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik
Indonesi Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA
TOMBOLOTUTU TINOMBO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.
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2.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan
otonom.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah
Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD mengacu pada SAP berbasis akrual.
(2) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
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